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BT'PATI MALIING,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4

Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O22, maka perlu

mernbentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun l95O tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 195O Nomor 4l), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapr4ia Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yoryakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 273O);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (t ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

O:\Rbtv u/P1ft<'d* ttrtwrKeFd6an Fb.*ku@1\fferbrp\flqF\Rerit 2022 RSLD KanFiur6n\Pobup.Doc



2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

Perbendaharaan Negara (lembaran Negara

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OIL Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negurra Republlk

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TartlJo,ahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14

tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan' Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

tentang

Republik

Lembaran
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